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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
 

 

2.1.  Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

tata kerja Dinas Sosial Pengandalian Penduduk Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

ditetapkan berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 

2017 yang mulai diberlakukan mulai tanggal 20 Desember 2017. 

2.1.1.  Tugas dan Fungsi 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinsos Duk KB PPPA 

Kabupaten Purworejo sebagaimana Peraturan Bupati 

Purworejo  Nomor 65 Tahun 2017. Dinas Sosial, 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

urusan Pemerintahan Daerah bidang Sosial, pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah   yang meliputi bidang asistensi 

dan membina potensi kesejahteraan dan nilai –nilai sosial 

, Rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, keluarga 

berencana, serta pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, 

kependudukan, keluarga berencana, Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak  yang meliputi 

Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai 

nilai sosial, rehabilitasi   sosial, pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 
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b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak  yang meliputi 

Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai 

nilai sosial, rehabilitasi   sosial,serta pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  bidang sosial, 

pengendalian penduduk, keluarga berencana,  

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

yang meliputi Asistensi dan membina potensi 

kesejahteraan dan nilai nilai sosial, rehabilitasi   sosial, 

kependudukan, KB, serta pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 

d. pelaksanaan administrasi bidang sosial, pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak yang meliputi 

Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai 

- nilai sosial, rehabilitasi   sosial, pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

e. membina UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis 

operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu 

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

terhadap pelaksanaan tugas – tugas bidang sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

yang meliputi Asistensi dan membina potensi 

kesejahteraan dan nilai - nilai sosial, rehabilitasi   

sosial, kependudukan, keluarga berencana, serta 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial, 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
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2.1.2.  Struktur Organisasi 

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon 

(II/b) dibantu oleh seorang Sekretaris dengan eselon 

(III/a), tiga Kepala Bidang dengan eselon (III/b) dan satu 

Unit Pelayanan Teknis (UPT) dengan eselon (IV/a) serta 

kelompok Jabatan Fungsional. 

Masing-masing Sekretaris dan Kepala Bidang dibantu 

oleh Kasubag/Kasi dengan eselon (IV/a) sedangkan 

masing-masing kepala UPT dibantu oleh seorang kepala 

Tata Usaha dengan eselon (IV/b). Struktur organisasi 

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak  tercantum dalam dokumen ini. 

 

 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

Jumlah Pegawai dan karyawan Dinsos Duk KB PPPA  per 

bulan 4 Juni 2018 terhitung seperti dibawah ini : 

Tabel. 2.2.1. 
Jumlah Pegawai Berdasar Golongan 

Dinas Sosial  Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Kabupaten Purworejo Tahun 2018 

No Golongan L P ∑ 

1 Golongan IV 5 6 11 

2 Golongan III 21 15 36 

3 Golongan II 11 1 12 

4 Golongan I 0 0 0 

5 Non PNS 13 12 25 

 Jumlah 50 34 84 

 
Tabel 2.2.2. 

Jumlah Pegawai Struktural (Eselon) 
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Purworejo Tahun 2018 

 

No Eselon L P ∑ 

1 II/b 1 - 1 

2 III/a - 1 1 

3 III/b 2 3 5 

4 IV/a 7 11 18 

5 IV/b 2 - 2 

     

 Jumlah 12 15 27 
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Gambar 2.2.3. 
Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak  Kabupaten Purworejo 
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Tabel 2.2.4. 
Data Panti Sosial Pemerintah dan Swasta  

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Purworejo Tahun 2018 

 

No Nama Panti L P ∑  

1. PA. Wiloso Muda Mudi Purworejo  79 115 

2. Panti Rehabsos Dharma Putra Purworejo 51 24 75 

3. Panti Tuna Netra Karya Tama Kutoarjo 28 22 50 

4. Panti Wredo Wiloso Werdho Kutoarjo 26 34 60 

5. PA.Panti Rini Purworejo - - 46 

6. PAY & Tunet Muhammadiyah Purworejo - - 108 

7. PAY Muhamadiyah Danukusumo Banyuurip - - 40 

8. PAY & Duafa Muhammadiyah Kaligesing - - 32 

9. PAY Nurul Muttaqim Kemiri - - 30 

10. Panti Rehabsos Sosial Plandi - - 50 

11. Panti Rehabsos Tirto Jiwo Loano - - 20 

12 Panti Rehabsos Sahabat Kita - - 33 

 Jumlah penghuni panti 263 306 569 

 
Tabel 2.2.5. 

Data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK) 
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Purworejo Tahun 2018 

 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Purworejo 1 - 1 

2. Banyuurip 1 - 1 

3. Kaligesing - 1 1 

4. Loano 1 - 1 

5. Bener - 1 1 

6. Gebang 1 - 1 

7. Kutoarjo 1 - 1 

8. Bayan 1 - 1 

9. Grabag 1 - 1 

10. Bagelen 1 - 1 

11. Purwodadi - 1 1 

12. Ngombol - 1 1 

13. Butuh 1 - 1 

14. Pituruh - 1 1 

15. Bruno - 1 1 

16 Kemiri  1 1 

 Jumlah 9 7 16 
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Tabel 2.2.6. 
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Kabupaten Purworejo Tahun 2018 
 

No. Nama L P Jumlah 

1. Karang Taruna - - 494 Desa 

2.  Lembaga Kesejahteraan 

Sosial (LKS) 

  63 Lembaga 

3. Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan Sosial (LK3) 

  1 Lembaga 

4. Pekerja Sosial Masyarakat 

(PSM) 

- - 568 Orang 

5. Taruna Siaga Bencana 

(Tagana) 

29 5 35 Orang 

6. Tenaga Kesejahteraan Sosial 

(TKSK) 

9 7 16 Orang 

 
Tabel 2.2.7. 

Data Lembaga / Organisasi Layanan PPPA 
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Purworejo Tahun 2018 

 

No. Nama L P Jumlah 

1. P2TP2A Kabupaten dan 

Kecamatan 

- - 17 Lembaga 

2.  Forum Komunikasi Anak 

(Kabupaten / Kecmatan / 

Desa) 

- - 81 Lembaga 

3. Organisasi Perempuan - - 46 Lembaga 

4. Lembaga Penyedia Layanan 

PPPA 

-  -  3 Lembaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 

 

Tabel 2.2.8. 
Data Pendamping PKH 

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Kabupaten Purworejo Tahun 2018 
 

No Kecamatan L P Jumlah 

1. Purworejo 2 5 7 

2. Banyuurip - 5 5 

3. Kaligesing 3 3 6 

4. Loano 3 4 7 

5. Bener 6 6 12 

6. Gebang 4 4 8 

7. Kutoarjo 4 3 7 

8. Bayan 3 5 8 

9. Grabag 1 5 6 

10. Bagelen 2 2 4 

11. Purwodadi 1 3 4 

12. Ngombol 1 2 3 

13. Butuh 1 5 6 

14. Pituruh 4 4 8 

15. Bruno 8 8 16 

16 Kemiri 6 6 12 

 Jumlah 49 70 119 

 

Tabel 2.2.9 

PLKB berdasar Kecamatan dan Gender 

NO Kecamatan 
PKB berdasar Gender 

Laki – laki  Perempuan 

1 Grabag 1 3 

2 Ngombol 4 1 

3 Purwodadi 2 2 

4 Bagelen 1 4 

5 Kaligesing 4 1 

6 Purworejo 5 0 

7 Banyuurip 1 3 

8 Bayan 3 2 

9 Kutoarjo 5 0 

10 Butuh 3 2 

11 Kemiri 2 2 

12 Pituruh 4 1 

13 Bruno 5 0 

14 Loano 3 2 

15 Gebang 3 3 

16 Bener 3 2 

 Jumlah 49 28 
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Tabel 2.2.10 

PESERTA KB AKTIF (PA) MENURUT JENIS KONTRASEPSI 

DINSOSDUKKBPPPA KABUPATEN PURWOREJO 

BULAN : DESEMBER 2018 

NO.  KECAMATAN  

METODE KONTRASEPSI  

JUMLAH PA 
JUMLAH 

PUS  

CAPAIAN  

IUD MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIK PIL PA/PUS 

1 GRABAG  

        

833  

        

368  

          

23             170          1.399  

        

2.588  

     

1.088  

               

6.469       7.368  87,80 

2 NGOMBOL 

        

720  

        

283  

          

10             116             401  

        

2.437  

        

455  

               

4.422       4.864  90,91 

3 PURWODADI 

        

953  

        

250  

          

41             299             727  

        

1.841  

        

734  

               

4.845       5.761  84,10 

4 BAGELEN 

        

579  

        

188  

          

25             149          1.554  

        

1.100  

        

390  

               

3.985       4.735  84,16 

5 KALIGESING 

        

778  

        

149  

          

35               81          2.286  

        

1.228  

        

239  

               

4.796       5.389  89,00 

6 PURWOREJO 

     

1.286  

        

522  

          

54             333          2.146  

        

3.254  

        

550  

               

8.145     11.592  70,26 

7 BANYUURIP 

     

1.117  

        

410  

          

68             305          1.058  

        

1.568  

        

820  

               

5.346       6.356  84,11 

8 BAYAN 

        

502  

        

224  

          

57             136          1.221  

        

3.036  

        

741  

               

5.917       7.387  80,10 

9 KUTOARJO 

     

1.037  

        

283  

          

23             363             724  

        

3.119  

        

902  

               

6.451       8.080  79,84 

10 BUTUH 

        

651  

        

178  

          

11             102             707  

        

2.683  

        

584  

               

4.916       6.080  80,86 

11 PITURUH 

        

500  

        

388  

          

35             201          1.389  

        

3.192  

        

950  

               

6.655       8.242  80,74 

12 KEMIRI 

        

642  

        

360  

          

86             137          1.266  

        

4.630  

     

1.380  

               

8.501       9.444  90,01 

13 BRUNO 

        

355  

        

355  

        

190             243          1.848  

        

4.356  

        

950  

               

8.297       8.986  92,33 

14 GEBANG 

        

619  

        

168  

          

38             108          1.447  

        

2.556  

        

570  

               

5.506       6.543  84,15 

15 LOANO 

        

783  

        

255  

            

8             143          1.299  

        

1.921  

        

700  

               

5.109       6.403  79,79 

16 BENER  

     

1.288  

        

383  

          

99             106          2.331  

        

3.080  

        

800  

               

8.087     10.325  78,32 

JUMLAH  
   

12.643  

     

4.764  

        

803          2.992        21.803  

      

42.589  

   

11.853  

             

97.447   117.555  82,89 

 
  

2.3.  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3.1. Keadaan Lima Tahun Yang lalu 

Urusan sosial telah ditangani dengan berbagai 

macam program dan kegiatan agar para penyandang 

masalah sosial (PMKS) dapat segera keluar dari status 

Penyandang PMKS, atau setidaknya mengurangi atau 

memberdayakan agar para penyandang PMKS 

kehidupannya tidak tergantung atau membebani orang 

lain. 

Urusan Sosial didukung dengan Program, yaitu : 

1. Penanganan dan pemberdayaan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial 

2. Penghargaan kepahlawanan 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinsos DUK KB PPPA  untuk non urusan keseluruhannya 
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mencapai angka 100% dengan asumsi pada non urusan 

tidak menyisakan permasalahan pada tahun berikutnya. 

Urusan Kependudukan dan keluarga berencana 

pada lima tahun yang lalu dilaksnakan dengan 3 program 

yaitu : 

1. Program Keluarga Berencana 

2. Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga 

Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin 

3. Program Keluarga Sejahtera 

 

Urusan PPPA pada lima tahun yang lalu 

dilaksanakan dengan melaksanakan Program / Kegiatan 

untuk menunjukkan Indeks Pembangunan Gender, 

menurunkan kesenjangan indeks pembangunan manusia 

antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan 

pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender 

dan anak. Capaian kinerja uusan PPPA telah tercapai 

sesuai sesuai target perencanaan dengan meningkatnya 

kualitas hidup perempuan, pelaksanaan perencanaan dan 

penganggaran responsig gender dan layanan terpadu 

korban kekerasan bagi perempuan dan anak serta upaya-

upaya pencegahan kekerasan di masyarakat. 

Turunnya angka kemiskinan pada Renstra ini 

diartikan sebagai tindakan penanganan terhadap 

penduduk miskin. Target yang direncanakan pada Renstra 

pada empat tahun pertama belum mampu mencapainya 

dan baru di tahun terakhir mampu melebihi target. 

Demikian pula prosentase PMKS terhadap jumlah 

penduduk relatif meningkat dari tahun ke tahun. 
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                Tabel 2.3.1 
Layanan Urusan sosial 

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Purworejo Tahun 2018 
 

No Uraian Sat 2018 

1 Fasilitasi Manajemen usaha bagi keluarga miskin KK 60 

2 Perbaikanhn kursi roda orang 2 

3 Pelatihan Keterampilan untuk anak nakal dan anak jalanan Anak 20 

4 Pembinaan lanjut usia non panti orang 50 

5 Penanganan penyandang cacat orang 145 

6 Penanganan orang terlantar dan anak terlantar luar panti orang 125 

7 Operasional penanggulangan pasca bencana dan pengungsi kec 207 

8 Pembinaan Keluarga Perintis / pahlawan orang - 

9 Pembinaan PGOT dan WTS orang 50 

10 Pengadopsian anak orang 4 

11 Fasilitasi Komda Lansia komda 1 

12 Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) RTSM 35.415 

13 Pembinaan Panti-panti Panti 8 

14 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial anak 45 

15 Pembinaan ORSOS, PSM, dan penyuluhan sosial Kecamatan 16 

16 Pemeliharaan TMP Lokasi 2 

17 Pembinaan, Penyuluhan dan evaluasi karang taruna Kecamatan 16 

21 Operasional UPT Tat Twam asi Anak 

Penga-suh 

Paket 

46 
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Tabel 2.3.2 
Capaian Urusan /Layanan PPPA 

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Kabupaten Purworejo Tahun 2018 
 

No Uraian Sat 2018 

1 
IPM 

Indeks 72,55 

2 
IPG 

Indeks 64,67 

3 
Prosentasi tindak kekerasan 

terhadap perempuan dan anak 

yang tertangani 

% 100 

4 
Julah Kebijakan yang dibuat 

Buah 1 

5 
Jumlah kasus yang ditangani 

Kasus 65 

6 
Jumlah SDM terlatih PDRE 

Orang 60 

7 
Jumlah kader perempuan terlatih 

Orang 240 

8 
Jumlah kader pendamping terlatih 

Orang 20 

 

 

Tidak semua kegiatan dilaksanakan pada awal 

renstra 2011-2015, dikarenakan permasalahan sosial 

bersifat kasuistik pada waktu tertentu yang tidak dapat 

diprediksi. Oleh karena itu pada tabelle pelayanan diatas 

ada beberapa kegiatan pada tahun tertentu ditiadakan 

2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka 

pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 

didukung 10 program : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

4. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 

5. Program KB 

6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
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7. Program Penanganan dan Pemberdayaan Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

8. Program Penghargaan Kepahlawanan 

9. Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana 

bagi Pasangan Usia Subur Miskin 

10. Program Keluarga Sejahtera 

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Menurunya jumlah penyandang masalah 

kesejahteraan sosial merupakan tantangan besar dimasa 

mendatang. Seiring laju pertumbuhan pembangunan 

maka akan berbading lurus terhadap bertambahnya 

permasalahan sosial. Boleh jadi masalah sosial secara 

kuantitatif bertambah atau timbulnya masalah sosial baru 

yang selama ini tidak nampak dan belum tertangani.  

Dari urusan kependudukan dan keluarga 

Berencana tantangan yang dihadapi adalah belum banyak 

masyarakat yang ikut KB, belum sadarnya kaum pria yang 

ikut KB, belum optimalnya pemberdayaan tri bina (BKB, 

BKR, BKL). 

Dari urusan PPPA, tantangan yang dihadapi adalah 

pengaruh teknologi informasi dalam pengasuhan dan 

ketahanan keluarga, budaya patrialis dan permasalahan 

yang ditangani kaitannya dengan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. 

2.4.2.  Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Beberapa peluang yang masih dimungkinkan pada 

masa 5 (lima) tahun kedepan pada urusan Urusan sosial: 

Peluang internal : 

1. Peningkatan kualitas SDM yang mampu memahami 

dan melaksanakan fugas urusan sosial  

2. Memiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

3. Memiliki pendamping dan operator Program Keluarga 

Harapan 

4. Kurang sarana dan prasarana kesejahteraan soaial 
 

Peluang eksternal : 

1. Permasalahan Sosial dapat ditangani dan dise-

lesaikan oleh masyarakat di lingkungannya sendiri 
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2. Munculnya kasus penyandang masalah sosial yang 

tidak dapat dipredeksi dapat diantisipsi dengan 

meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan antar 

masyarakat 

Untuk mewujudkan dan mengoptimalkan peluang : 

1. Mengusulkan bintek peningkatan kualitas SDM dan 

PSKS 

2. Mengusulkan tambahan personil pekerja sosial 

3. Mengusulkan kelengkapan dan  pembangunan 

wahana kesejahteraan sosial 

4. Meningkatkan pemahamam masyarakat tentang 

kesejahteraan soaial 

5. Meningkatan koordinasi dengan lembaga dan instansi 

terkait dalam menyelesaikan permasalahan sosial 
 

Beberapa peluang pada masa 5 (lima) tahun kedepan 

pada urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak : 

1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, 

Kabupaten Purworejo Layak Anak, dan Jaringan 

layanan terpadu korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak semakin meningkat. 

2. Kualitas idup perempuan dan anak semakin baik. 

3. Kapasitas SDM pendamping terlatih semakin 

memadai. 

4. Adanya jaringan Sistem Informasi yang mendukung 

pelaksanaan tugas. 

5. Kepedulian masyarakat untuk peningkatan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin 

meningkat. 

 Beberapa peluang pada masa 5 (lima) tahun kedepan 

pada urusan Urusan Keluarga Berencana: 

1. Makin banyak usia Subur yang ikut KB 

2. Kesadaran kaum pria tentang kepesertaan KB 

3. Pemberdayaan kelembagaan kegiatan Tribina 

(BKB,BKR,BKL) makin optimal 

4. Ketersediaan data yang mulai akurat dan tepat 

5. Pemberdayaan UPPKS makin optimal dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

 

 


